BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Yang menjadi tantangan dalam implementasi program kebijakan Electronic
Traffic Law Enforcement ( ETLE) adalah terutama kurangnya kajian atas
mengapa penerapan program akan dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaan
program akan dilakukan.

Tantangan implementasi ETLE juga harus menjawab bagaimana jika
program dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak terlibat langsung sebagai
aktor dalam hal penetapan kebijakan itu sendiri.

Etos memperbaiki sistem besar internal Kepolisian melalui ETLE yang
dapat membantu keselarasan pencapaian tugas pokok fungsi Kepolisian di
bidang penegakan ketertiban umum terutama di bidang Lalu Lintas, juga
menjadi sorotan tantangan implementasi ETLE, selain konsistensi dan rencana
kesinambungan program.

Untuk menjawab bagaimana strategi untuk meningkatkan implementasi
kebijakan program ETLE agar lebih optimal adalah dipengaruhi oleh pemilihan
metode dan strategi apa yang tepat untuk dijalankan, termasuk dalam mengukur
terhadap kesiapan dan kemajuan teknologi yang akan digunakan, pemilihan
sarana dan prasarana pendukung teknologi, penentuan sarana dan alat
pengawasan, dan hal lain-lainnya.

Pemusatan komando implementasi program akan mempengaruhi optimal
atau tidaknya pelaksanaan program, sehingga pelaporan hasil program akan
menjadi satu laporan yang akuntabel dan tepat guna.

Pola hubungan kerja sistem digital dengan model horisontal yang tidak
bersinergi terkadang mempunyai kendala, dikarenakan adanya hambatan yang
terkesan direncanakan.

Implementasi kebijakan dengan spektrum nasional dan memerlukan

dukungan teknologi, tidak mudah diimplementasikan dan pelaksanaan di
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daerah-daerah lain terkadang tidak sebanding untuk dijadikan sebagai sarana

ukur secara nasional.

. Saran

Saran peneliti dalam hal bagaimana untuk menyikapi dan
mengantisipasi tantangan implementasi kebijakan ETLE ini adalah melalui
perbaikan sistem perencanaan berbasis anggaran (money follow program) yang
dilakukan melalui kajian yang mendalam dengan menggunakan basis
pengukuran daerah dan wilayah yang ukuran ketidak-tertibannya sangat tinggi,
berpenduduk banyak dan jumlah anggota kepolisian yang sangat minim.

Antisipasi lain adalah memperbaiki data yang dihasilkan dari program
ETLE, yang untuk sementara belum dapat dibaca secara lengkap oleh para
pemangku kebijakan agar membantu keterlaksanaan program ini dengan lebih
baik, terutama dikarenakan belum adanya angka yang dapat dipakai sebagai
alat ukut maupun indeks ketertiban lalu lintas sebagai bagian dari indeks besar
dan penting yaitu indeks keamanan dan ketertiban umum. Pada saat ini juga
belum adanya literasi terhadap pengukuran indeks ketertiban lalu lintas, karena
menurut peneliti, indeks ketertiban lalu lintas bukanlah menterjemahkan angka
penurunan kecelakaan lalu lintas saja atau maupun pengukuran besaran
penerimaan denda tilang atau tingginya jumlah pelanggaran saja.

Strategi apa yang dapat dilakukan adalah terutama mengacu kepada
pemikiran aspek operasional program ETLE ke depan apa yang diharapkan
mampu untuk bertransformasi ke arah yang lebih efektif dan efisien seiring
dengan kemajuan teknologi. Melalui mekanisme yang lebih fleksibel / dinamis
sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi yang juga dalam kaitannya
terhadap pengurangan biaya penyelenggaraan sebagai beban biaya operasional.

Pembebanan biaya pemeliharaan seyogyanya bukanlah suatu biaya yang
hanya dianggap sebagai biaya yang monoton, namun perlu diperhitungkan

secara cermat mengacu kepada skala kebutuhan dan prioritas organisasi.
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Perhitungan yang tepat terhadap penggunaan bandwidth berdasarkan
kebutuhan transisi data yang diambil dari sensor perangkat keras seperti CCTV
ke server back office, perlu sering dilakukan, agar supaya dapat mengurangi
pengeluaran dan menambah kecepatan pengumpulan dan pengolahan data,
kalau perlu proses pencatatan penggunaan bandwidth dilakukan secara digital
dan diberlakukan sistem penumpukan, kompresi baru data diangkut lanjut.

Otomatisasi secara penuh (full automation) program ETLE, diharapkan
dapat segera direalisasikan, sehingga, tahapan demi tahapan proses operasional
dapat berlangsung dengan segera dan bersifat real time. Proses otomatisasi
harus mampu disebut sebagai proses kemampuan end to end, dimana sejak
diterimanya data dugaan awal pelanggaran sampai dikeluarkannya notifikasi
besaran denda dari pengadilan melalui kejaksaan, dapat dilakukan, sehingga
masyarakat akan lebih mengakui transparansi penyelenggara birokrasi di
dalam rangka penyempurnaan ketertiban lalu lintas di masyarakat.

Kemampuan teknologi ETLE yang sekarang, secara harafiah dapat
ditingkatkan dengan kemampuan teknologi pengenalan wajah (face
recognition) yang didukung dengan data kependudukan. Pengukuran wajah ini
mempunyai indeks kebenaran pembacaan data sebesar 99% dan akan terus
diperbaiki. Para pemangku kebijakan sekiranya dapat memikirkan negara ini
bersama-sama dan bersuka cita dari keberhasilan program yang dijalankan
secara bersama-sama. Ego sektoral para pemangku kebijakan selaku aktor
utama semestinya dapat ditekan dalam implementasi kebijakan program ETLE
ini.

Penelitian lanjutan juga diharapkan mampu memformulasikan partisipasi
masyarakat sebagai objek dan subjek di dalam penerapan implementasi
kebijakan ETLE. Pemakaian teknologi telekomunikasi berbasis satelit berorbit
rendah, dipandang perlu mendapat perhatian dalam penelitian lanjutan, agar
didapat opsi yang tepat implementasi ETLE yang berbiaya rendah yang
dihitung per capture. Penelitian lanjutan juga diharapkan mampu menemukan

model yang lebih tepat untuk diimplementasikan di lapangan terkait ETLE,
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terutama di dalam pengembangan topologi ETLE menuju mekanisme ETLE
yang lebih sederhana namun lebih tepat guna, terutama terhadap pengaruhnya
kepada ketertiban berlalu lintas dan upaya terhadap pengaturan dan
pembiasaan pola pikir masyarakat yang sesuai dengan peraturan di dalam
berlalu lintas.

Dan sebagai penutup dan sebagai penegasan bahwa pada saat
melakukan implementasi ETLE selanjutnya agar para pihak yang bertanggung
jawab pada pelaksanaan program ini perlu mempertimbangkan juga pembuatan
strategi pencapaian implementasi untuk menunjang critical success factor yang
sudah peneliti tuliskan diatas dengan harapan sekiranya dapat memudahkan
dan menjadikannya sebuah rujukan berbasis akademis.

Demikian thesis ini selesai disajikan dengan mengucapkan syukur
alhamdulillah dan dengan harapan agar semoga penelitian ini dapat menjadi
manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Selesai.
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